
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Jawa Tengah
Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Biaya Penunjang
Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

1. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ( Hirnpunan Peraturan­
Peraturaturan Negara 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Besih Dari Kolusi,
Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286); -

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pengelolaan Biaya Penunjang
Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
dipergunakan untuk koordinasi, penanggu1angan kerawanan
sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya
sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
"Daerah Dan Wakil Kepala Daerah telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan
WakilKepala Daerah;

b. bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/720
tanggal 29 Januari 2018 hal Penegasan Terkait Pelaksanaan
Pilkada Serentak Tahun 2018, maka Peraturan Gubemur
Jawa Tengah sebagaimana dimaksud huruf a perlu
disesuaikan;

Menimbang

GUBERNURJAWATENGAH,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURJAWATENGAHNOMOR45 TAHUN
2015 TENTANGPEDOMANBIAYAPENUNJANVOPERASIONALKEPALADAERAH

DANWAKILKEPALADAERAH

GUBERNURJAWATENGAH

PERATURANGUBERNURJAWATENGAH
NOMOR 60 'I'A..qUN 2018

-TENTANG
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PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANGUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 45 TAHUN
2015 TENTANGPEDOMANBIAYAPENUNJANG OPERASIONAL
KEPALADAERAHDANWAKILKEPALADAERAH.

MEMUTUSKAN:

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
--Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 7);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

l1.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2015
ten tang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 45);

Menetapkan
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BERITAD RAHPROVINSIJAWATENGAHTAHUN..?Q:1f.?' NOMOR.J'?O

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

Diundangkan di Semarang
pacta tanggal '11 Mei 20'18
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-\S.J/PerTI & Kesra Plt.GUBERNURJAWATENGAH,
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Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Mei 2018

Paraf Tgl

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Dalam Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal19 Maret 2018.

Pasal II

Dalam hal Wakil Kepala Daerah menjadi Pelaksana Tugas Kepala Daerah, maka
ketentuan Penggunaan Biaya Penunjang Operasional bagi Wakil Kepala Daerah
paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasa14A

Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Peraturan Gubemur Jawa Tengah
Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 4A
sebagai berikut:

PasalI
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